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ABSTRAK 
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KORUPSI (Studi Kasus Putusan No47/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Smg) 
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ISI ABSTRAK: Pemidanaan Terhadap Korporasi dan Personil Pengendali Korporasi dalam kasus 
Korupsi dan TPPU masih belum dilakukan secara maksimal oleh Penegak Hukum. Pengaturan 
dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana 
Pencucian Uang belum melingkupi secara maksimal mengenai pemidanaan terhadap Korporasi 
dan Pengendali Korporasi. Dalam Putusan No. 47/Pid. Sus-TPK-/ 2019/PN SMG Majelis Hakim 
telah memberikan hukuman kepada PT TRADHA terkait perbuatan Pencucian Uang yang 
dilakukan oleh Personil Pengendali dari Perusahaan Tersebut. Walaupun Personil Pengendali tidak 
didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, Namun Majelis Hakim dalam Putusannya 
menghukum Personil Pengendali berupa Hukuman denda apabila Korporasi tidak dapat 
membayarkan Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut masih memberikan 
hukuman pada Korporasi saja, sedangkan Personil Pengendali masih dalam bentuk denda penganti 
saja. Pengertian Personil Pengendali dalam Undang-Undang masih belum jelas dan simpang siur. 
Sehingga dibutuhkan pembaharuan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar adanya 
pengaturan yang lebih detail terkait Pemidanaan terhadap Korporasi dan juga Personil Pengendali 
Korporasi. Sehingga, apabila Personil Pengendali melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
Korporasi melakukan suatu tindak pidana maka Korporasi dan Personil Pengendali dapat 
dikenakan hukuman secara bersamaan dan tentu lebih efektif dan efisien apabila dalam proses 
pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan karena pada dasarnya perbuatan tindak pidana yang 
dilakukan oleh Korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Personil Pengendalinya. 
Sehingga juga dapat sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan berbiaya ringan. 

 


